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Abstract

A quantitative study seeks to test and determine the partial and simultaneous
effects of tax knowledge, tax socialisation, tax incentives, and trust in tax authorities
on the level of tax payment compliance (PBB-P2) in Mojokerto district as seen from
the amount of receivables each year always increases, indicating that tax
compliance behavior is not yet optimal. The results of this study can contribute to
the Mojokerto Regency government as a reference in tax compliance issues that can
support a decrease in tax receivables. Primary data collection was conducted
through the distribution of questionnaires, which were conducted online using
Google Form and offline, which were complemented by secondary data. The
research sample totalled 100 PBB-P2 taxpayers, selected using purposive sampling
techniques from 18 sub-districts in Mojokerto district. Data analysis was conducted
using descriptive statistics, classical assumption testing, multiple linear regression
testing, t-test, and F-test assisted by SPSS software version 26. The results showed
that partially, tax knowledge, tax incentives, and trust in tax authorities have a
positive and significant effect on PBB-P2 payment compliance. However, partially
tax socialisation does not show a significant effect. Simultaneously, the four
independent variables significantly influence PBB-P2 payment compliance in
Mojokerto district with a significant F-statistic value. Future researchers can
expand the independent variable on the tax payment compliance variable (PBB-P2)
such as adding the variable level of digital literacy.
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Abstrak

Penelitian kuantitatif ini berupaya untuk menguji dan menentukan pengaruh
parsial dan simultan dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif
pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak dengan tingkat kepatuhan pembayaran
pajak (PBB-P2) di Kabupaten Mojokerto yang dilihat dari jumlah piutang setiap
tahunnya selalu mengalami peningkatan sehingga mengindikasikan perilaku
kepatuhan pajak yang belum optimal. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada
pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai referensi dalam persoalan kepatuhan
pajak yang dapat menunjang penurunan angka piutang pajak. Pengumpulan data
primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yang dilakukan secara daring
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menggunakan Google Form dan luring, yang dilengkapi dengan data sekunder
sebagai komplementer. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak PBB-P2,
dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari 18 kecamatan di Kabupaten
Mojokerto. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif,
pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linier berganda, #-test, dan F-test dibantu
oleh perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara
parsial, pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2.
Akan tetapi, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak menunjukkan pengaruh
signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut signifikan
mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto dengan
nilai F-statistik yang signifikan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel
independen pada variabel kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) seperti
menambahkan variabel tingkat literasi digital.

Kata Kunci: Pajak; Pengetahuan; Sosialisasi; Insentif Pajak; Kepercayaan;
Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai tonggak dalam struktur keuangan
negara. memiliki peran penting sebagai salah satu tonggak dalam sistem keuangan
negara. Pajak merupakan kewajiban dari masyarakat kepada pemerintah, yang
diatur oleh hukum tanpa imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai
pengeluaran negara (Soemitro, 1988). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak
dikelompokkan pada dua jenis, yaitu pajak yang dijadikan sumber pendapatan
negara dan pajak yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah sangat
berperan dalam stabilitas keuangan negara/daerah, efisiensi penggunaan anggaran
dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan pajak daerah yang efektif
oleh otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak ialah faktor krusial dalam mencapai
realisasi pendapatan pajak yang optimal (Yanto & Rinanda, 2024). Pemerintah
daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk
mengelola pajak daerah. PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak yang termasuk dalam
kategori pajak kabupaten/kota dan berperan sangat penting sebagai pilar
pendapatan asli daerah (PAD).

Pada lingkup kepatuhan pajak, individu dihadapkan dengan dilema etis.
Dimana adanya dorongan untuk optimalisasi keuntungan dengan kewajiban moral
yang memiliki konsekuensi hukum. Tingkat pengetahuan perpajakan sebagai
pendorong dalam meminimalisir praktik kecurangan dalam melaksanakan
kewajiban sebagai seorang wajib pajak, sehingga hal tersebut menjadi landasan
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Ratna Wulandari, 2023). Sosialisasi
perpajakan merupakan dukungan dalam memaksimalkan pengetahuan perpajakan
sehingga mampu memotivasi dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan
kewajiban (I Gusti & Putu, 2023). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah
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dengan lebih dikenal sebagai insentif pajak, merupakan bentuk dorongan untuk
memotivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Insentif pajak diberikan
melalui pemberian manfaat seperti pemberian dana atau pembebasan denda. Maka,
tentunya dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, akan memberikan dampak
dalam hal meringankan beban wajib pajak (Santoso & Djati, 2022). Landasan
kepercayaan teletak pada integritas, melalui kesesuaian dan konsistensi perkataan
dan tindakan dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Kepercayaan pada
aparat berasal dalam diri sendiri serta dorongan dari lingkungan sekitar dalam
pengambilan keputusan untuk mempercayai aparat (Octavianny et al., 2021).

Desentralisasi pengelolaan PBB-P2 ke tingkat pemerintahan daerah
menunjukkan bahwa tidak menjamin kepatuhan yang optimal dikarenakan masih
dihadapkan berbagai hambatan salah satunya di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Kabupaten Mojokerto salah satu entitas administratif di Provinsi Jawa Timur,
memiliki luas wilayah teritorial sebesar 969,36 kilometer persegi dengan total
populasi mencapai 1.147.435 jiwa. Pembagian administratif Kabupaten Mojokerto
meliputi 18 kecamatan, 299 desa, dan 5 kelurahan (BPS, 2024). Meskipun PBB-P2
berkontribusi signifikan pada pendapatan pajak daerah bahkan melampaui target,
namun realisasi penerimaannya masih belum mencapai potensi maksimal. Indikator
ketidakoptimalan penerimaan pajak (PBB-P2) tercermin dari jumlah desa atau
dusun yang telah mencapai status lunas buku PBB-P2 pada tahun 2023, yaitu
sebanyak 26 entitas (Hermansyah, 2023). Sedangkan pada tahun 2024 hanya
tercatat 19 desa yang telah lunas buku PBB-P2 (Aliandu, 2024). Rendahnya jumlah
desa yang telah tercatat lunas pajak berdampak pada kenaikan angka piutang PBB-
P2.

Tabel 1. Piutang PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023

Tahun Jumlah
2019 64.100.604.539
2020 77.431.314.008
2021 86.883.751.292
2022 92.278.805.190
2023 95.143.074.424

Sumber: Bapenda Kabupaten Mojokerto (2025)

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, tercatat adanya peningkatan piutang
pajak (PBB-P2). Pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar
2.864.269.234. Hal tersebut menjadi indikasi atas perilaku tingkat patuh pajak yang
belum optimal. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan
dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan, mengingat pelanggaran terhadap
tanggung jawab yang diamanahkan kepada wajib pajak. Realitas memperlihatkan
tingkat patuhan pajak di Indonesia hingga kini berada pada level yang relatif
rendah. (Yulianti & Kurniawan, 2019). Suatu fenomena lainnya juga terjadi di
Kabupaten Mojokerto yakni dugaan penyelewengan dari pemungutan pajak senilai
53 juta sebagai pembayaran pajak PBB-P2 masyarakat sehingga memungkinkan
dalam mempengaruhi kepatuhan pajak bagi masyarakat (Aliandu, 2023).

Berdasarkan observasi terhadap fenomena yang terjadi, penelitian ini
difokuskan pada serangkaian permasalahan, yaitu menguji apakah pengetahuan

* Corresponding author’s e-mail: 210502110012@student.uin-malang.ac.id 144

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI




Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia - Vol. 8, No. 2, Mei 2025 —A’yunin &
Rochayatun

perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas
pajak secara parsial atau terpisah dan bersama-sama mempengaruhi kepatuhan
pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto. Sehingga penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh parsial dan simultan pengetahuan perpajakan,
sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan
terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto.

Implementasi kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan,
yang dipicu oleh adanya interpretasi di sebagian masyarakat yang menganggap
bahwa pajak bukanlah suatu kewajiban legal, melainkan suatu bentuk eksploitas.
Masyarakat beranggapan bahwa negara tidak memberikan hasil nyata dari pajak
yang telah dibayarkan. Masih kurangnya pengetahuan oleh para Wajib Pajak
terhadap pajak sehingga menjadi permasalahan dalam menunjang peningkatan
kepatuhan perpajakan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan
melahirkan tindakan penegakan hukum. Maka, diperlukan edukasi oleh otoritas
pajak bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam
pembayaran pajak demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif
terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik khususnya pada
wilayah Kabupaten Mojokerto (D. P. Sari, 2020).

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behavior (TPB)

TPB menyampaikan mengenai proses terjadinya perilaku manusia akibat
adanya niat atau keinginan mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut.
Konsekuensi yang dipersepsikan sebagai menguntungkan akan memperkuat niat
individu (Ajzen, 1991). TPB mengidentifikasi tiga konstruksi utama yang
mempengaruhi intensi perilaku individu, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan
normatif, keyakinan kontrol. Keyakinan perilaku (behavioral beliefs), menjelaskan
sikap seseorang terhadap suatu perilaku yang timbul atas perilaku tertentu.
Keyakinan normatif (normative beliefs), menjelaskan bahwa persepsi seseorang
mengenai tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan sekitar, seperti perilaku
yang diyakini dan disetujui lingkungan sekitar sehingga perilaku tersebut cenderung
lebih dilakukan dan keyakinan kontrol (control beliefs), merepresentasikan
presepsi seseorang mengenai tingkat kendali mereka terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi tindakan mereka.

TPB mengasumsikan bahwa keyakinan perilaku (behaviour belief)
diinterpretasikan dalam tingkat pengetahuan yang berpengaruh terhadap tingkat
patuh pajak dalam menjalankan kewajiban seorang wajib pajak (Mastari & Jati,
2023). Kepatuhan normatif (normative belief) menjelaskan bahwa berperan dalam
membentuk perilaku, adanya pengaruh norma-norma sosial terhadap perilaku
individu dapat diperkuat melalui mekanisme eksternal, seperti program sosialisasi
perpajakan  (Yunika Sari & Pertama Yudantara, 2022). Menurut hasil penelitian
Suryanawa et al., (2023) dalam perspektif TPB, insentif pajak diakui sebagai salah
satu faktor yang memediasi terbentuknya niat individu untuk berperilaku.
Selanjutnya, pada penelitian Rositayani & Purnamawati, (2022) TPB sebagai teori
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dalam pengujian variabel kepercayaan pada otoritas pajak berkaitan dengan salah
satu faktornya yaitu control belief.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berlandaskan TPB dimana digunakan untuk memprediksi perilaku
manusia, maka tingkat penguasaan perpajakan meruapakan salah satu elemen yang
berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil dari proses belajar yang melahirkan
suatu pemikiran dan pemahaman yang dapat mengubah ketidakpahaman menjadi
paham serta dapat menghilangkan keraguan terhadap sudut pandang perpajakan
(Tarigan, 2021). Maka, dalam membuat keputusan atau tindakan wajib pajak
membutuhkan pengetahuan perpajakan yang tepat dan bersifat kebaruan. Dengan
demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan perpajakan maka, akan
menumbuhkan perilaku patuh terhadap kewajibannya sehingga meningkatkan
kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian dari Poeh, (2022) menyatakan bahwa terdapat korelasi
antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan. Hal tersebut didasari pada prinsipnya bahwa pengetahuan merupakan
pondasi yang mendorong individu untuk bertindak, termasuk dalam konteks
kewajiban PBB-P2. Terdapat korelasi positif antara tingkat pengetahuan perpajakan
dan tingkat kepatuhan pajak. Informasi yang terkandung dalam pengetahuan
perpajakan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai pedoman dalam menjalankan
hak dan tanggung jawab fiskal mereka (Pratiwi & Sinaga, 2023). Kurangnya
kompetensi wajib pajak dalam memahami peraturan dan proses perpajakan akan
berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam mengambil keputusan perilaku
yang sesuai (Wardani & Wati, 2018).

H1: Diduga terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut TPB, implementasi program sosialisasi perpajakan yang
terstruktur secara sistematis berpotensi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan
perilaku patuh pajak. Upaya sosialisasi perpajakan yang sistematis dan terstruktur
bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan wajib pajak, sehingga dapat
menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Sosialisasi merupakan suatu konsep umum dalam proses membentuk serta
menanamkan nilai-nilai dalam diri seseorang secara berkelompok (Shuaibu &
Halliru, 2023). Menurut Ainul & Susanti, (2021) upaya sosialisasi perpajakan yang
dilakukan pemerintah selaku pemegang kewenangan bertujuan menyampaikan
informasi dan pembinaan mengenai perpajakan, sehingga Wajib Pajak bisa
merasakan pembaharuan pengetahuan yang lebih baik. Penyelenggaraan sosialisasi
atau penyuluhan perpajakan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan
kapasitas wajib pajak melalui penyediaan informasi, pembinaan, dan edukasi, guna
memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan perpajakan (Ariana et
al., 2024).
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H2: Diduga terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam kerangka TPB yang dipelopori oleh Ajzen (1991), dapat dianalisis
korelasi antara kebijakan dan penerapan insentif pajak berkaitan dengan tingkat
kepatuhan pajak, dimana insentif pajak dipandang sebagai salah satu kontributor
yang berpengaruh pada intensi wajib pajak untuk menaati kewajiban pajak. Wajib
pajak mengakui kontribusi positif dari kebijakan pemerintah, akan tetapi kesadaran
sebagai wajib pajak yang berkomitmen dalam pemenuhan tanggung jawab
memerlukan penguatan lebih lanjut (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023).
Wajib pajak dengan pemahaman atas insentif pajak akan lebih memanfaatkan dan
mendapatkan insentif pajak (Lita Novia Yulianti, 2022). Dengan adanya insentif
pajak yang secara efektif mengurangi beban pengeluaran. Dengan demikian,
motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan terutama pelaporan
SPT tahunan akan meningkat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat
kepatuhan pajak (Tanjung et al., 2021).
H3: Diduga terdapat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar
Pajak

Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi
merupakan fondasi esensial dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi
tidak hanya menekankan pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh
pemerintah, tetapi juga pada bagaimana pejabat publik menjalankan kekuasaannya
dengan jujur, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat dalam
menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara (Rosid et al., 2018).
Dalam konteks kepatuhan pajak, kepercayaan diidentifikasi sebagai elemen yang
berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Adanya
korelasi positif dari kualitas hubungan kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak
serta tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi menjadi faktor pendorong bagi
masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakannya (Jamel & Cheisviyanny,
2024). Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
bagi wajib pajak. Anggapan bahwa percaya akan kejujuran suatu lembaga atau
otoritas pajak akan memberikan hasil baik bagi masyarakat, pelayanan publik, serta
implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siti Nuridah et al.,
2023).
H4: Diduga terdapat pengaruh antara kepercayaan pada otoritas pajak terhadap
kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Insentif Pajak dan
Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Menurut Zaikin et al., (2022) pengetahuan dan sosialisasi berkorelasi positif
dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Arrasi, (2022) Peningkatan pengetahuan
dan sosialisasi perpajakan secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan
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kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya, di mana peningkatan keduanya
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, serta mengurangi risiko
sanksi. Jika, tingkat pengetahuan seseorang semakin tinggi dan semakin seringnya
sosialisasi diikuti maka orang akan lebih memiliki keterbaruan informasi serta
meningkatkan rasa patuh terhadap aturan dan semakin berhati — hati dalam
menghindari sanksi pajak sebagai konsekuensinya. Menurut Fitria et al., (2022)
kebijakan insentif pajak berkorelasi positif pada kepatuhan wajib pajak. Karena
kehadiran insentif pajak dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak
terutangnya. Kemudian menurut Jamel & Cheisviyanny, (2024) kepercayaan pada
otoritas pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat ketaatan pajak. Jika,
tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih tinggi bisa meningkatkan
persepsi keadilan pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan ketaatan
pajak.

HS5: Diduga terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi
perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2)

3. METODE RISET

Penerapan metode kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengukur dan
mendeskripsikan variabel yang diteliti secara objektif. Metodologi penelitian
kuantitatif memiliki karakteristik yang sistematis, terencana, dan terstruktur,
dengan alur penelitian yang didefinisikan secara jelas dari tahap awal hingga tahap
akhir serta tidak terpengaruhi oleh keadaan pada lapangan. Penelitian ini
mengadopsi variabel independen yang digunakan meliputi pengetahuan perpajakan,
sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak serta
variabel dependen berupa kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Penelitian ini
dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Mojokerto, dengan populasi target
penelitian merupakan wajib pajak PBB-P2 yang tersebar pada delapan belas
kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Teknik penentuan
sampel pada penelitian ini diimplementasikan dengan rumus Slovin, sehingga
sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi.

Penelitian ini mengadopsi teknik purposive sampling yang berperan sebagai
metode pengambilan sampel berdasarkan persyaratan: (1) Wajib Pajak yang
terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto; (2) Wajib Pajak yang mengetahui
informasi PBB-P2 melalui media online atau offline; (3) Wajib Pajak yang pernah
mengikuti program pembebasan denda PBB-P2. Penelitian ini memanfaatkan data
primer dan data sekunder. Data primer berasal dari keseluruhan atas pengumpulan
tanggapan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui instrumen seperti
kuesioner daring (Google Form). Disisi lain, data sekunder merupakan informasi
yang sudah ada dan telah diproses oleh organisasi atau institusi tertentu.

Untuk pengukuran tiap variabel menggunakan indikator sebagai berikut:

1) Pengetahuan perpajakan (X1): Mengetahui fungsi perpajakan, Mengetahui
prosedur pembayaran perpajakan, Mengetahui sanksi pajak dan Mengetahui
lokasi pembayaran pajak (Wardani & Asis, 2017).
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2) Sosialisasi perpajakan (X2): Penyuluhan, Penyelenggaraan, Cara sosialisasi
(Suyadi & Sunarti, 2016).

3) Insentif Pajak (X3): Keadilan pemberian insentif pajak, Dampak yang timbul
atas kebijakan yang dibuat (Mapparenta, 2022).

4) Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4): Kepercayaan pada institusi
pemerintahan, Kepercayaan pada legalitas sistem peradilan, Kepercayaan
terhadap lembaga perwakilan, Kepercayaan terhadap distribusi dana
perpajakan (Fahluzy & Agustina, 2014).

5) Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y): Pengisian SPT yang akurat dan tepat waktu,
Perhitungan pajak yang benar, Pembayaran pajak sesuai tenggat waktu, Tidak
adanya riwayat peringatan atau teguran pajak (Hidayat & Wati, 2022).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

N Min Max Mean  Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan 100 3,00 33,00 29,1000 2,98650
Sosialisasi Perpajakan 100 13,00 20,00 15,9400 1,30902
Insentif Pajak 100 9,00 14,00 11,2200 ,84781
Kepercayaan pada Otoritas 100 14,00 20,00 16,2400 1,26427
Pajak
Kepatuhan Pembayaran 100 11,00 19,00 14,9000 1,26730
Pajak (PBB-P2)
Valid N (listwise) 100

Sumber: data primer, dioleh oleh peneliti (2025)

Berpedoman analisis statistik deskriptif pada tabel 2, karakteristik variabel
penelitian yaitu, pengetahuan perpajakan (X1) menunjukkan nilai terendah 3 dan
nilai tertinggi sebesar 33, nilai tengah 29,1000 dan standar deviasi dari pengetahuan
perpajakan adalah 2,98650. Sosialisasi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai
terendah 13 dan nilai tertinggi sebesar 20, nilai tengah15,9400 dan standar deviasi
dari sosialisasi perpajakan adalah 1,30902. Insentif pajak (X3) menunjukkan nilai
terendah 9 dan nilai tertinggi sebesar 14, nilai tengah 11,2200 dan standar deviasi
dari insentif pajak adalah 0,8478. Kepercayaan pada otoritas pajak (X4)
menunjukkan nilai terendah 14 dan nilai tertinggi sebesar 20, nilai tengah 16,2400
dan standar deviasi dari kepercayaan pada otoritas pajak adalah 1,26427.
Kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y) menunjukkan nilai terendah 11 dan
nilai tertinggi sebesar 19, nilai tengah 14,9000 dan standar deviasi dari kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2) adalah 1,26730.

Uji Asumsi Klasik
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Asymp.Sig.(2-tailed) Keterangan
0,20 Berdistribusi Normal
Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)
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Berpedoman tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)
senilai 0,20 > 0,05. Artinya, model regresi ini telah sesuai sehingga dapat digunakan

dalam analisis yang berkelanjutan.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance Keterangan
Tolerance VIF
Pengetahuan Perpajakan 0,900 1,112 Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan 0,792 1,263 Tidak terjadi multikolinearitas
Insentif Pajak 0,888 1,127 Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan pada Otoritas Pajak 0,720 1,390 Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)
Berpedoman tabel 4 dapat diketahui seluruh variabel memiliki nilai
tolerance lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Regression Studentized Residual

Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Berpedoman pada Gambar 1 hasil pengujian menunjukkan tidak adanya
heteroskedastisitas, karena posisi titik menyebar secara acak di araea positif,
negatif, dan sekitar nol; tidak ada pola gelombang pada sebaran titik data; sebaran
titik data bersifat acak tidak berpola.

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

Coefficients®
Unstandardized Standardized Collinearity
Model Coefficients Coefficients t Sig. Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,662 2,423 ,273 ,785
Pengetahuan ,179 ,088 ,199 2,034 ,045 ,739 1,354
Sosialisasi ,005 ,092 ,005 ,050 ,960 ,781 1,280
Insentif ,285 ,134 ,191 2,128 ,036 ,877 1,141
Kepercayaan ,352 ,104 ,351 3,401 ,001 ,661 1,512
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP
Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)
Y =0,662 + 0,179 X1 + 0,005 X2 + 0,285 X3 + 0,352 X4 +e
150
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Berpedoman hasil analisis, dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan pajak PBB-P2
adalah 0,662 tanpa pengaruh variabel lain. Peningkatan pengetahuan perpajakan,
pemberian insentif pajak, dan tumbuhnya kepercayaan pada otoritas pajak
berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 masing-
masing sebesar 0,179, 0,285, dan 0,352. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan
menunjukkan korelasi negatif yang sangat kecil terhadap kepatuhan, yaitu
penurunan sebesar 0,005 untuk setiap peningkatan satu satuan sosialisasi.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model T Hasil Sig
Konstanta 0,273 0,785
Pengetahuan Perpajakan 2,034 0,045
Sosialisasi Perpajakan 0,050 0,960
Insentif Pajak 2,128 0,036
Kepercayaan pada Otoritas Pajak 3,401 0,001

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak
(PBB-P2)

Berpedoman hasil #-test, menandakan pengetahuan perpajakan berkorelasi
positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (sig 0,045 < 0,05; t hitung 2,034 >
t table 1,985). Maka, hipotesis pertama (H1) diterima. Sejalan dengan prinsip yang
dikemukakan dalam TPB, wajib pajak di Kabupaten Mojokerto akan menunjukkan
perilaku patuh apabila mereka memiliki dorongan internal untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan. Dorongan ini dapat dipicu oleh tingkat pengetahuan
perpajakan baik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden dengan gelar
sarjana memiliki kecenderungan untuk menunjukkan pemahaman yang lebih
mendalam tentang perpajakan yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang lebih
baik (Fajar Nurdin, 2022). Searah dengan penelitian Haryanti et al., (2022) bahwa
dengan memiliki pengetahuan atau wawasan perpajakan wajib pajak dapat
memahami segala sesuatu mengenai perpajakan sehingga dapat dijadikan pondasi
dalam melakukan suatu tindakan hingga pengambilan keputusan. Wajib pajak yang
memiliki pemahaman cukup mengenai regulasi perpajakan maka, akan mengambil
keputusan yang rasional dan terinformasi, terutama apabila mereka menyadari
manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban fiskal mereka (Permana &
Hidayat, 2022). Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak berdasarkan kriteria penilaian ketentuan umum dan prosedur
perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak
(PBB-P2)

Berpedoman hasil #-fest, menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak
memiliki korelasi terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (sig 0,960 < 0,05; t
hitung 0,050 < t table 1,985) sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Berkaitan
dengan TPB, wajib pajak cenderung melakukan tindakan yang didasarkan pada
pertimbangan rasional dan analisis informasi yang tersedia. Ketersediaan informasi
perpajakan yang akurat dan relevan, terutama terkait regulasi yang memberikan
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kemudahan, merupakan faktor krusial dalam proses pengambilan keputusan bagi
pelaku usaha (I. K. Sari & Saryadi, 2019). Berdasarkan hasil analisis, sosialisasi
perpajakan tidak menunjukkan korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan
pembayaran pajak (PBB-P2) dikarenakan sebagian wajib pajak masih kurang
menyadari akan informasi yang telah dipublikasikan di media sosial maupun papan
pengumuman yang di sepanjang jalan. Masih kurang efektifnya sosialisasi melalui
media sosial dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak aktif dalam
penggunaan media sosial (Ainul & Susanti, 2021).

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil #-fest, menandakan insentif pajak berkorelasi positif
terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (sig 0,036< 0,05; t hitung 2,128 > t table
1,985) sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Kebijakan insentif pajak akan
mendorong seseorang untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Diasumsikan
bahwa niat diyakini sebagai pendorong utama perilaku. Semakin kuat niat,
khususnya dalam kepatuhan pajak, semakin tinggi kemungkinan tindakan tersebut
dilaksanakan, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terjadi
(Suryanawa et al., 2023). Dalam pandangan TPB, niat untuk patuh terhadap
kewajiban perpajakan merupakan fungsi dari keyakinan mereka terhadap
konsekuensi yang akan diterima. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah
dalam memudahkan dan meringankan beban pajak dalam melaksanakan tanggung
jawabnya (Ristiyana et al., 2024). Semakin luas manfaat insentif pajak yang
dirasakan wajib pajak dikarenakan mereka yakin akan terbantu dalam meringankan
beban pajak yang ditanggung. Dengan demikian, implementasi upaya-upaya
tersebut akan berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kepatuhan
pembayaran pajak (Mastari & Jati, 2023).

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan
Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil #-test, menunjukkan kepercayaan pada otoritas pajak
berkorelasi terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (sig 0,001 < 0,05; t hitung
3.401 > t table 1,985) sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Sesuai dengan
prinsip-prinsip TPB, tingkat keyakinan wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah
dalam merespons permasalahan ekonomi-politik domestik mempengaruhi perilaku
mereka. Meskipun demikian, persepsi skeptis terhadap kebijakan pemerintah masih
menjadi realitas yang ada.(E. P. Sari et al., 2022b). Anggapan atau keyakinan bahwa
percaya atas langkah yang diambil serta kejujuran otoritas pajak dapat memberikan
dampak yang baik untuk menjamin kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-
undang. (Siti Nuridah et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak didorong karena
kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah atau otoritas pajak dapat mengelola
PBB-P2 untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat, menegakkan prinsip
kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan serta sesuai dengan peraturan yang
ada (Faruqi et al., 2024).
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Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model F Hasil Sig
Regression 11,689 0,000
Residual
Total

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak
dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran
Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil f-test menunjukkan nilai sig 0,000 dan F hitung 11,689.
Artinya, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan dimana
pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh pada tingkat kepatuhan pajak,
dimana peningkatan frekuensi sosialisasi perpajakan berkontribusi pada
peningkatan kepatuhan (Suardana & Gayatri, 2020). Selain itu, menurut E. P. Sari
et al., (2022a) kepercayaan pada aparat dan penerapan insentif pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
0,574 0,330 0,302 1,059

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman tabel 8 membuktikan nilai Adjusted R Square (R?) senilai
0,330. Artinya, 33% merupakan variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi
perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak  yang
mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Akan tetapi, 77% lainnya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan pada riset ini menegaskan jika pengetahuan perpajakan, insentif
pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak secara parsial serta secara simultan
searah dengan penelitian Suardana & Gayatri, (2020) dan E. P. Sari et al., (2022a)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 yang berada di
wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga mengimplikasikan bahwa peningkatan
pemahaman peraturan pajak searah dengan penelitian Haryanti et al., (2022) dan
Permana & Hidayat, (2022), pemberian insentif yang tepat searah dengan penelitian
Mastari & Jati, (2023) dan Ristiyana et al., (2024), dan penguatan kepercayaan
masyarakat terhadap otoritas pajak searah dengan penelitian Faruqi et al., (2024)
dan Siti Nuridah et al., (2023) dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.
Namun, sosialisasi perpajakan searah dengan penelitian Ainul & Susanti, (2021)
tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan bahwa strategi dan inovasi
sosialisasi yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya untuk
memastikan informasi pajak tersampaikan dengan baik dan meningkatkan
kesadaran wajib pajak.
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Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel yang
terindikasi berpengaruh pada variabel kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) yang
disesuaikan dengan fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian seperti
pertumbuhan angka piutang pajak yang berkelanjutan, penurunan penerimaan pajak
dan lain sebagianya. Saran peneliti dapat menambahkan variabel tingkat literasi
digital.
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